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PERATURAN BUPATI TENTANG
KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGURANGAN PENGGUNAAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

menjadi kewenangan daerah.

upati dan Dewan Perwakilan

urusan pemerintahan yang

Instansi yang bertanggung jawab yang selanjutnya disebut Instansi adalah

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan y
lingkungan hidup.

Satuan Pendidikan adalah kelompok
menyelenggarakan pendidikan pada jalur

setiap jenjang jenis pendidikan.

rusan pemerintahan di bidang

layanan pendidikan yang

formal, dan nonformal pada

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

berbentuk badan hukum maupun tidak be

rbadan hukum yang didirikan

dan tunduk pada hukum Indonesia serta bprkedudukan atau melakukan

kegiatan di wilayah hukum Negara Kesat}
sendiri atau bersama-sama melakukan

Kabupaten Wonogiri.

1an Republik Indonesia, baik

kegiatan usaha di wilayah

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertetLtu yang terdiri dari satu atau

beberapa bangunan yang didirikan secara
yang dijual atau disewakan kepada pelaky
untuk melakukan kegiatan perdagangan bar
Toko Modern adalah toko dengan sistem
berbagai jenis barang secara eceran
supermarket, department

berbentuk Perkulakan.

vertikal maupun horizontal,
i usaha atau dikelola sendiri
ANg.

pelayanan mandiri, menjual

rang berbentuk minimarket,

store, hyperm:flrket ataupun grosir yang

Kantong Plastik adalah kantong yang teibuat dari/atau mengandung

bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastik synthetic

atau bahan-bahan

pegangan tangan, yang digunakan sebagai

polymeric, sejenis 1

hinnya, dengan/atau tanpa

media untuk membungkus,




mewadahi, mengangkat dan/atau mengangkut barang.

10. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari
bahan dasar organik yang mudah terurai|dan/atau kantong permanen
yang dapat dipakai berulang-ulang.

11. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk
meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta
bertahap akan mengurangi ketergantungan ferhadap Kantong Plastik yang
tidak ramah lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud pengurangan penggunaan Kanfong Plastik adalah untuk

mengurangi peredaran sampah plastik dari simber penghasil sampah.
(2) Tujuan pengurangan penggunaan Kantong Plastik, untuk:
a. mengendalikan terjadinya pencemaran dgan/atau kerusakan lingkungan
yang disebabkan oleh penggunaan Kantonlg Plastik; dan
b. menjamin keberlangsungan makhluk hidyp dan kelestarian ekosistem.
(3) Ruang lingkup pengurangan penggunaan Kantong Plastik terdiri atas :
a. pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan

b. penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

BAB IlI

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksandan pengurangan penggunaan

Kantong Plastik meliputi:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pengurangan penggunaan Kantong [Plastik;

b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan

penggunaan Kantong Plastik; dan

c. melakukan koordinasi antar Perangkat |Daerah, Satuan Pendidikan,

masyarakat, dan Pelaku Usaha agar ferdapat keterpaduan dalam

pengurangan penggunaan Kantong Plastik

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mdnyelenggarakan pengurangan

penggunaan Kantong Plastik adalah:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengyurangan penggunaan Kantong

Plastik; dan




(1)

(3)

(1)

(2)

(1)

b. melakukan pembinaan, pengawasan d

an  evaluasi secara periodik

terhadap pengurangan penggunaan Kantpng Plastik kepada Perangkat

Daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat, ¢lan Pelaku Usaha.

BAB IV

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 4
Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, m

dalam penyelenggaraan penjamuan dilarang

nsyarakat dan Pelaku Usaha
menggunakan Kantong Plastik

sebagai bungkus, wadah dan/atau penggunaan lainnya pada sajian makan

dan/atau minuman.

Peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan/atau masyarakat

yang berada di lingkungan Satuan Pendidikan dilarang menggunakan

wadah dan/atau bungkus makanan dan
Plastik.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dil

atau minuman dari Kantong

hrang menggunakan Kantong

Plastik sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang

dan/atau perlengkapan.

BAB V
PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF
Pasal 5

Pelaku Usaha wajib menggunakan Kantong]

RAMAH LINGKUNGAN

Alternatif Ramah Lingkungan

dalam rangka mengurangi ketergantungan t¢rhadap Kantong Plastik.

Penggunaan Kantong Alternatif
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
a. Pusat Perbelanjaan; dan

b. Toko Modern.

BAB VI

Ramah

Lingkungan sebagaimana

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
Bupati
penggunaan Kantong Plastik terhadap :
a. Perangkat Daerah;
b. Satuan Pendidikan;
c. masyarakat; dan
d. Pelaku Usaha.

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan




(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Kepala Instansi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. sosialisasi;
b. konsultasi;

bantuan teknis; dan

o

Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

fasilitasi penerapan teknologi tepat gun+ dan hasil guna pembuatan

(4) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibentuk tim yang terdiri dari ynsur Perangkat Daerah.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Bupati.

BAB VII

litetapkan dengan Keputusan

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Masyarakat berperan aktif dalam pengufangan penggunaan Kantong

Plastik dan/atau penggunaan Kantong Alterpatif Ramah Lingkungan.

(2) Peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan melalui:

a. kegiatan berbelanja  dan/atau

menggunakan bahan yang dapat

menggunakan Kantong Plastik;

dipakai kembali

iatan  keseharian  lainnya

tidak

dan

b. memilah dan/atau memilih sampah berbfhan plastik untuk dilakukan

pendaurulangan dan/atau kreasi; dan

¢. melaksanakan reduce, reuse, dan recycle (3R) melalui bank sampah.

(3) Peran serta masyarakat dalam penggunagn Kantong Alternatif Ramah

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada

menyediakan atau membawa wadah atau

ayat (1) dilakukan dengan

fempat secara mandiri dalam

melakukan kegiatan berbelanja dan/atau keéiatan keseharian lainnya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRA[TF

Pasal 8

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sgbagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;




d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin; dan

f. pencabutan tetap izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 13 Oktober 2019
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